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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44 jag, 4/ BAKUDA/2019

TENTANG

NUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA

UGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
‘AKILI PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
NFRIMAAN. BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
S IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN
SOBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN

PEVERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ang : a.

bahwa guna terlaksananya administrasi keuangan
daerah secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal
87 Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan, Daerah dan ketentuan Pasal S
dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. s 2rta untuk melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

Kuasa Penuguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah
Membavar, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengelunran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Provinst Kepulauan Bangka Belitung Tahun

A = 1 iy S\
Anggaran 20220,

bahwi herdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud «idam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan  Guoernur lentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/huasa  Pengguna Barang, Pejabat Yang

~Mewakill Penandatanganan Surat Perintah Membayar
)

Bendahara  Penerimeaan, Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, Bendahara  Penerimaan  Pembantu  dan
Bendahara  Perngeluaran  Pembantu  di Lingkungan

e ey . B " SR ¢ 1
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2020:




Viengingat ' 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

2. Undang-Undang Normor 27 Tahun: 2000 tentang
Pembentukar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambairan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahuraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaun  Pengelolaan  dain Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

n

6. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Heuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahian  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.\J

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu:al
é\tas Lnda;mg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanc
Pengelqlaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne .
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamb ghara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor’4578)'a -

9

Peraturan Pemerintah Nomor

s I 39 Tahun 2007 tent
Pengelqlaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Ne 2?5
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tarnbagha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor’4738] ;

']
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10. Peraturan Ducrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah = Provinsi
Kepulauuan bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri
E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 40, sebagaimana telah diubah
dengan Perawuran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung N somor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provirsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi
}\(.leldUdl Rangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 57);

P
y—

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1& Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanje Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepuleuan Bangka B:litung Tahun
2019 Nomor 3 Sert A);

MEMUTUSKAN:

Jdenunjuk  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang
Mewakili  Penandatanganan  Surat Perintah  Membayar,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020 dengan nama dan speciment tanda
tangan serta paral ssbagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili
Penandatanganan Surat Perintah  Membayar, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut:

i. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai
tugas:

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah,;
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat
Daerah;

c. menyusun rancangan anggaran kas Perangkat Daerah;
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melakukan todakan vang mengakibatkan pengeluaran
atas beban angearan belanja,

melaksinakan  anggaran  Perangkat  Daerah  vang
dipimpinny . >
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayarai;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

menyusun - dan menyampaikan laporan  keuangan
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

1. mengawast pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah

yvang dipunpinnya;

melaksanakan  tugas-tugas  pengguna anggaran/
penguna barang Jainnya berdasar<kan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah;

mengesahkan Surat Pertanggungjawaban;

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai
Pejabat Pengelolaan Keuangan-Perangkat Daerah;
menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah sebagai
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan;

menetapkan pejabat yang diberi wewenang
menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan
daerah;

menctapkan pejabat yang diberi wewenang
menandatangani bukti penerimaan kas dan buktl
penerimaan lainnya'yang sah;

menetapkan pembantu bendahara penerimaeill
dan/atau pembantu bendahara pengeluaran;
menctlapkan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan
APBD sesuai kebutuhan; dan

dalam  rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna

Anggaran  bertindak  sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangar.  di bidang Pengadaan barang/jasa

Pemerintuh;

Pejabat  Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang mcmpunyal tugas:

el.

(47

melakukan tundakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban onggaran belanja;
melaksaric

tkan anggaran unit kerja yang dipimpinnya,
melakukan pzngujlan atas tagihan dan memerintahkan
pembavaian;

menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah sebagai
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

mengadakan tkatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani Surat Perintah Membayar-Langsung
dan Surat Perintah Membayar -Tambahan Uang;
mengawasi  pelaksanaan anggaran unit

lengay kerja yang
dipimpinnya; dan
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h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang limpahkan oleh
pejabatl pengguna anggaran; dan X

i. dalam pengadaan  barang/jasa, Kuasa Pengguna
Anggaran sckaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen,

Pejabat Pengguna Arggaran /Pengguna Barang
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur Kepulauan Bang<a Belitung melalui Sekretaris
Dacrah dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Buarang bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Pejabat Yanyg Mewakili Penandatanganan Surat Perintah
Membayar bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan menandatangani Surat Perintah Membayar dalam hal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan;

Bendahara Penerimaan mempunyal tugas:

a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;

b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap selurun
pencrimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi L'mmfunyawabnva

c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu;

d. bertanggungjawab secara administratif atas pengelolaan

uang vang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampalkan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Pengguna Anggaran/ I\uan
Pengpuna  Anggaran melalul Pejabat  Pengelol

Keuungan-Perangkat Dacrah paling lambat tanggal 1O
(sepuluh) bulan berikutnya; dan

bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan
uang vang menjadl  tanggungjawabnya dengan
menyarmnpaikan laporan pertanggungjawaban
pencrimann kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah paling 1ambaL tanggal
10 (sepuluihy pulan berikutnya;

T

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam  rangka
pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;

b. melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat
Permintaan Peinbayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan
Pembayaran-Langsung dan Surat Permintaan
Pembayaran-Tambahan Uang;

c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
pembantu,

d. bertanggungjawab secara administratif atas
penggunaan uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala
Perangkat Daerah melalul Pejabat Pengelola Keuangan-
Perangkat Dacrah paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya; dan-
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¢ bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan
uang yang inenjadi tanggungjawabnya  dengan
menyampaikan lanoran pertanggungjawaban
pengeluaren:  kepada  Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah seluku Bendahara Umum Daerah paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah mempunyai tugas:

4 melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanakan belanja bunga, subsidi, bantuan sorial,
belanju  bugl hasil, batuan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pengeluaran pembiayaan,;

b, melaksanakan penerbitan dan  pengajuan Surat
Permintaar Pembayaran-Langsung atas belanja bunga,
subsidi h.bah , bantuan sosial, belanja tidak terduga,
dan pengeluaran pembiayaan; dan

¢. bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan

uang vang menjad: tangungjawabnya dengan
menyampaikan leporan pertangungjawaban

pengeluaran  kepada  Pejabat Pengelola Keuangan
Dacrah sclaku Bendahara Umum. Daerah paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya,;

Bendoharn Penerimaan Pembantu mempunyal tugas:

a. melaksadin tugas kebendabaraan dalam rangka
pelaksanian  anggaran  pada  unit kerja Perangkat
Dacrah;

b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggungjawabnya,

c. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening
kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas tersebut diterima,

d. mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti
penvetoran dari seluruh uang kas ya'ig diterimanya
kepada bendahara penerimaan; dan

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan  kepada Bendahara Penerimaaan paling
lambat tanggal 3 (lima) bulan berikutnya;

Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada unit kerja Perangkat
Daerah;

b. melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat
Permintaan Pembavaran-Langsung dan Surat

Permintaan Pernbayaran-Tambahan Uang; dan

mela_kul-;un penatausalaan atas pengelolaan uang yang

menjadi  tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan  pertanggungjawaban pengeluaran kepada

Bendanara Pzngeluaran paling lambat tanggal S (lima)
bulan beriku‘nya.




Dalam menjulankan tugas dan  tanggungjawabnya Pengguna
Anggaran/Pcengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan
Surat Perintah Membavar, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran  Pejabat  Pengelola
Keuangan Daeruh, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu  wajib berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal |5 Desember 2019

GUBERN

KEPULAUAN BAN BELITUNG,

kan kepada Yth.:
ral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Tembusan disampa

¢; ala Badan Pemeriksa Keuangan Rl Perwakilan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
. ektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

lepala Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang.

Pimpinan Bunk Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang.

g bersangkutan.
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NO _\ NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN | UNIT KERJA CAP / STEMPEL TANDATANGAN PARAF

KXXIb [ 1. ESMET ARIYANTO, = i | %

1}

PENATA MUDA TI.I (1117 D)

ﬁﬁs BALLIPEMULIAAN IKAN
(BP1)

3. DANU AMPBARA, A.Md

NIP. 19851015 201101 1 003 BENDATAA PENERIMAAN PEMBANTU /[\
. ( !

it (7 d)

e T
XXX CDrs. I SUNARDI, M AP r%l\

NIP. 19631223 198603 1 006 DERGAT R ATGARAN /PENGGUNA BARANG

PEMIMINA UTAMA MADYA (1V/d)

2. YOSSIE RIESTU PRADHIFTA. S.Ds ¢\
it NGELUARAN
- - —1- e DINAS EE —
DAN
K
NIt AN
PENAT\ :1UDA (1 i
4. DEKI SURANTO.ST
NIP 197500601 200202 1 000 P
PEMBINA (% o)
N
]



PEMBINA (IV/a)

———————

2. ARIF SATYA NEGARA

NIP 19860215 2003501 2 002

y
<

NO. NAMA/NIP/PANGIAT/GOLONGAN JABATAN
XxXXlla [1. MOCH.NASIRIN YUSUF EF.S.IP.M.M
v iP 10740415 200212 1007 Z KUASA PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
i8Rt e s PENGGUNA BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

UNIT hERJA

UPTD BPSM[B DilNAS
PERINDUSTRIAN AN

LN LS A U RTYCT I

ey i‘iaiala-!n!“
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gadan Keuangan Daerah

Selaku Kuasa gBendahara Umum Daerah

Kepala

/




Copy Sesuai dengan aslinya

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
Badan Kcuangan Daerah

Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

YIZH _wwmdéiz.wwom
bembina
NIP.19710908 200212 1002



